BUPAT] PURWAKARTA
PROVINS) JAWA BARAT

PERATY RAN BUpATY PURWAKARTA

NOMOR - 10} TAHUN 202]

TENTANG

p
EMUNGUTAN PAJAK DAERAH paN RETRIBUSI DAERAH
SECARA ONLINE pAN TERINTEGRAS]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

|
|
|
i s BUPAT] PURWAKARTA,

Menimbang S A,

»  membayar, dan

Terintegrasi:
a td

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten = Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentualrall
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran I\tl)eg;;n
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tamba




J
Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor  3262)

Sebagaimana le

lah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang~Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahap Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahyn 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara
Nomor 3790);

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
Lembaran Negara Republik  Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Suyrat p

aksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ty}

un 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republ Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 19 Tahun

Undang—Undang Nomor
Pemeriksaan Pengelolaan d
Negara (Lembaran Negara
Nomor 66, Tambahan
Indonesia Nomor 4400 )3

15 Tahun 2004 tentang
an Tanggung Jawab Keuangan
Republik Indonesia Tahun 2004
Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektonik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah
diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Non‘nor 11 Tahu'n
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun'2016 Nom(?r
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);




10

12,

13.

14.

15.

16.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiq Nomor 5038);

Undangund
Dacrah dqp
Indonesig T
Negara Rep

ang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pﬂjifk
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik

ahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
ublik Indonesia Nomor 5049);

Undang‘Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesija Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
N‘egara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor ¢ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
(Lembaran  Negara Republik

omor 58, Tambahan Lembaran
a Nomor 5679);

ia Tahun 2015 N
Negara Republik Indones;i

Peraturan Pemerintah No
Perimbangan (Lembaran
2005 Nomor 137, Tamb
Indonesia Nomor 4575);

mor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Negara Republik Indonesia Tahun
ahan Lembaran Negara Republik

mpat atas Undang-Undang
Ketentuan Umum Tata Cara

a Republik Indonesia Tahun

Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan  Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomt?r
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);




Mt,netapkan

A

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

“ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019
=ntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(‘B7Cﬁta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

81);

MEMUTUSKAN -

PERATURAN BUPATI TEN

TANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIByg) DAERAH

SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

BAB |
KETENTUAN Umuym

Pasal |

palam Peraturan Bupati inj, yang dimaksud dengan:

1.
2:

Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta,

kewenangan Daerah otonom_

Bupati adalah Bupati Purwakartg,

kewenangan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan
Pendapatan Daerah.

Perangkat Daerah pengelola retribusi, adalah Perangkat Daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang memiliki kewenangan melakukan
pemungutan Retribusi Daerah.

Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten cabang
Purwakarta.

Bank Persepsi, adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan
melayani setoran Pajak dan Retribusi.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jadan  Pertang /
! than Nnmnnul, adalah Badan Pertanahan Nasional yang

perkedudukan d; Wilayah Kabupaten

pajak Daerah, yq 1 ; :
» e Selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang “"'Ulnng oleh o

ang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
perdasarkan Undang~Undan .

8 dengan tidak mendapatkan imbalan secara
Jangsung dan digunakap,

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang se| anjutn

) Ya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah
sebagal pembayarap atas jasa

orang pribadi atay Badan.

PemurilgUtan Pajak adalah  syagy rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan dan Pelaporan datg objek paj
besarnya pajak yang terutang sampai kegi

Pajak serta pengawasan Penyetorannya,

Pemungutan Retribysj
pencatatan  Permohonan Retribusi,

‘ penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan pPengawasan

penyetorannya.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang terdiri atas sekumpulan orang
dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,

Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Sistem Online adalah sambungan atau akses langsung antara sistem utama
dengan subsistem dan/atau sambungan antara subsistem yang satu dengan

subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi seara real time.




)

22.

2.

24.

25

7.

28.

29.

QM8 Banking adala)y layan
ar

' kepada nasabah bank untuk dapat mentransfer
uang, membayy, lagihay,

v dan mencek saldo rekening dengan menggunakan

finar Short A'G‘S.\q!h, Spn’l(‘(

> (SMS) pada Hand Phone
intemet Banking adalah gy

M layanan perbankan kepada nasabah bank yang terdiri
Cmbayar tagihan, dan mencek saldo rekening dan

- g :
—— Ya secara mandiri dengan menggunakan jaringan
I )

Mobile Banking, adq)
. ah adala, layanan pPerbankan kepada nasabah bank yang
terdiri dari mentransfer Uang

membaya_r tagi .
dan layanan Perbankan 1; gihan, dan mencek saldo rekening

pank.

petugas bank di tempat tertenty.

Self Assesment, adalah Pajak yang dihj
dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.

QRIS adalah kombinasi darj berbagai jenis QR Code dalam berbagai
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau PJSP.

Secara elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan informasi atau data.

Integrasi system aplikasi, adalah sebuah rangkaian proses untuk
menghubungkan beberapa system atau subsistem dengan tujuan tertentu
agar fungsi dari system yang dihubungkan dapat diakses dan saling terikat
antar satu system dengan system yang lain.




4

3

al

32.

33.

34.

~P

35.

36.

97,

38.

()

Rekonsiliasi, adalal Proses
oS

perbandingan data transaksi yang diproses
n](‘lllllll lX‘l\(‘l‘up

0 System altay

1 sub sistem yang berbeda berdasarkan sumber
transaksi yang samg

sistem Host to Host
» adalah komunikasi elektronik atau hubungan didalam

ompulcr yang l(‘rjadi
cara langSung_

scbuah jaringan
ante s srver yan

berbeda se antara system dengan server yang
Aplikasi e-SPTPp, 4
dalah Perangkat lunak yang merupakan subsistem dari

: Daerah Yang berfun
pPemberitahuan Pajak

Sistem Perpajakan,
gsi sebagai sarana pelaporan Surat
Dacrah (SPTPD) secara elektronik.

Sistem Aplikasi, adajap, Perangkat |
komputer untuk melaksanakap, tu

elektronik sesuaj tujuan pen ggunanya

Pej

pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau
bangunan.

Aplikasi Sistem Perpajakan Daerah adalah sebuah perangkat lunak yang
digunakan untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan
mengakses serta mengendalikan data dan informasi perpajakan secara
terintegrasi yang dipasang pada perangkat komputer.

Aplikasi Sistem Retribusi adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan
untuk menginput, mengolah, memproses, menyimpan dan mengakses serta
mengendalikan data dan informasi retribusi secara terintegrasi yang dipasang
pada perangkat komputer.

BAB 11
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penerapan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribu.si
Daerah secara Online dan Terintegrasi dilaksanakan berdasarkan asas :




r

2

(1)

2

Gl

(M

a. Ketertiban dan |\r|\uﬂlmn Hukum:
b. Kepentingan l'mum,

. Ke |r|hukm|n,

d. Akuntabilitas;

e pmf(-smnulllas; dan

[. Proporsionalitgg

Porurunin. Ini dimaksyqkap untuk
masyarakat dan Optimalisagi

khususnya sektor Pajak Daerah
peraturan inj bertujuan untuk
a. Memberikan ke
kewajiban P€rpajakan dan atg T
u Retribusi
Daerah kepada Masyarakat mempermudah pelayanan
b. Meningkatkan efektifitas qap, T . h
dan Retribus; Daerah, ¢lisiensi dalam pengelolaan Pajak Daera

c. Meningkatkan Pengawasan { i )
Retribusi Daerap. €rhadap pengelolaan Pajak Daerah dan

meningkatkan pelayanan kepada

pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
dan Retribusi Daerah.

e. Mengintegrasikan S

yStem Perpajakan Daerah dan Retribus; Daerah
dengan system pelayanan publik tertenty.

Bagian Kesaty
istem Online Pajak Daerah

Pasal 3

Penerapan §

Kegiatan pengelolaan Pajak, mulaj
pendataan, Pembayaran, penagihan g
lainnya wajib diselenggarakan dengan m
elektronik serta dapat diakses secara on

dari pencatatan pendaftaran,
erta proses bisnis perpajakan

enerapkan sistem aplikasi secara
line.

Penerapan sistem aplikasi secara online sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib dilaksanakan oleh pengelola Pajak

dan oleh Wajib Pajak.
Bapenda selaku Pengelola Pajak, wajib menyediakan dan mengembangkan
system aplikasi perpajakan

daerah untuk kelancaran penerapan Sistem
Online Pajak.

Bagian Kedua
Pelaporan Online Wajib Pajak
Pasal 4

Wajib Pajak yang Pajaknya dipungut secara self assessment yv:;ljib
melaporkan Omset kegiatan usahanya secara online me}alux Sistem
Aplikasi e- SPTPD online setiap pling lambat tgl 14 bulan berikutnya.
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7 (6)

U

o

2

b Pajak v 4
“1:-:npm'khn (\):::R I)“‘mk"."“ dipungut secara self assessment wajib
I\ Set kegiat . Qistem

3 a g ng ) ul OIste
Aplikasi e Sprpp - Blalan usahanya secara online melal

berikutnya. line dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 14 bulan

bila pela 3
::f-)::gnn l?x:ri ﬁ;;:larn ST‘PD S‘flbaga.imana dimaksud pada ayat (1) bertepatan
kerja setelah harj Iibu:(.ampalan dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) hari
iib pajak i
c\x::aks‘l)lcf dalzrar‘lnsyal;di;k Mclaporkan p ajak Yang Terutang sebagaimana
dikenai sanks; admini( ) dan (2) make akan ditetapkan secara jabatan serta
Stratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima

sen) dari p
gg;ini)stratif bg:&(::bpalak bulan-byJap sebelumnya ditambah sanksi
(dua persen) sebulan dihitung dari

Unga sebesar 9 o,

alian & )
memasang alat dap me“ghullgzlzlagt}?han Wajib Pajak, Bapenda berwenang

imiliki i : an sistem data transaksi Usaha yang
dimiliki Wajib Pajak dengan s; e :
perekaman data transaksigusas}ixt.em “plikasi Perpajakan PR Mk

: : agaimang dimaksud pada a

yat (2), berupa Cash
Reflsttre;‘r,l;alg;l;lngox dan atay aJat lain yang berfungsi sebagai r?ef ekam
data nline, yang Pemasangannya difokuskan kepada :
a. Wajib Pajak Hotel;

b. Wajib Pajak Restoran;
c. Wajib Pajak Hiburan; dan
d. Wajib Pajak Parkir.

Hasil perekaman Daty Transaksi Usaha Wajib Pajak :
dimaksud ayat (2) menjadi ¢ s Jak sebagaimana

i Soar pengenaan Pajak yang dihitung s
default pada Sistem Aplikasi Perpajakan Daerah. it Ay

Pasal 5

Dalam rangka pemasan
sebagaimana dimaksud d
untuk :

gan alat Perekam Data Transaksi

online
alam Pasal 4 Ayat (S), Wajib Pajak berkew

ajiban

a. Bersedia dipasang dan atau ditempatkan alat perekam data transaksi
secara online di tempat usaha Wajib Pajak.

b. Memberikan kemudahan kepada Bapenda dalam melaksanakan
pemasangan, menginstal, menghubungkan  jaringan perangkat
perekam data transaksi secara online.

c. Menggunakan dan memelihara den

gan baik alat yang ditempatkan di
Tempat Usaha Wajib Pajak.

d. Memasukan/ menginput data transaksi pembayaran yang dilakukan
oleh Subjek Pajak/ Masyarakat secara akurat.

e. Melaporkan dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24 (dua ppluh empat)
jam kepada Bapenda apabila terjadi permasalahan teknis dan atau
kerusakan pada alat perekam data transaksi secara online.

Dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi ketent‘uan pemasangan alla;t
perekam data transaksi online sebagaimana dlmalfsud pad'a Ayat (1),
maka Bapenda berwenang untuk memberikan sanksi berupa :




>

(3

@

(1)

(2

(1)

2

‘enetapan paj, 3OO
' l”n\‘n:\'n\-ln -l(‘:( oA labatan ditambah denda administrasi sebanyak
< S¢ . -
ba sy 100 o, (seratus sersen) dari pokok pajak secarn
jabatan, 8 per:
"MAasangan sege)
b. Pemas: : B¢l dan atay . i e liati
"Objek Pajak ini Tiq Poster Peringatan bertuliskan

aat g aj engawasan
Bapenda Purwal. Membayar Pajak dan dalam peng

ar i , :
kealpaan 1°rhadap P:}akl:nmk diberikan sanksi atas kelalaian/
.. Publikasi melaly;j m . . -
( Pajak/Objek Pajak ter Zdla Masa mengenai  ketidakpatuhan Wajib

tentuan Perpajakan.
ajak atay tempat usaha Wajib Pajak.

Ya lzin 00 Jasi untyk Pencabutan dan atau tidak
berwenang, Perasional Usaha Wajib Pajak kepada pihak yang
ganksi sebagaimana
dan atau dikenakap,

perikut :

: u].nakSlld Pada Ayat () dikenakan secara kumulatif
Tah saty S, dengan menempuh tahapan sebagai

a. Penerbitan Syrg¢ Perin

b. Penerbitan Surat p
hari setelah diterj

gatan Kesatu;

eringatan Kedua., Yang diberikan paling lama 3 (tiga)
Manya Syrat Peringatapn Kesatu oleh Wajib Pajak.
Untuk Pencgakan sanjg; Sebagaiman, dimaksud pag t(2) hurufd dan
e ayat (2), Bapenda berkoordinasi den Pt o 2] hur

s gan Satuan Po)jg; Pamong Praja dan
Dinas Penanaman Moda) Perizinan Terpadu Saty Pintu.

Wajib Pajak yang Pajaknya dipyp
pendaftaran, validasi,
dilayani secara online.

Pajak yang dipungut Secara officj
pada ayat (1) adalah :

a. Pajak Reklame;
b. Pajak Air Tanah, dan

c. Pajak Bumi dan Bangunap Sektor Perdesaan dan Perkotaan,

Pasal 7

berwenang melalui system aplikasi perpajakan.

Tampilan output dari Tanda Tangan Digital/ elektronik sebag:ir;ﬁi
d'amaksud pada ayat (1) berbentuk tanda bar.code, syr.nbol atal:entisitas
n:)mor kode tertentu yang dapat menjamlp keaslian/ au
dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.




(1)

(2)

Gl

(1)

2

Bagian Ketiga Pembayaran Pajak

Pasal 8
pupati melalyj K(‘Dlll

_ apB
melayani dan me

at
. apenda menunjuk Bank persepsi untuk dapa
nerim

4 pembayaran Pajak.
Xersepsi en . ) s

””nkn: (nrﬂlill)(: Scbagaimang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
~wete S » »
system @pikasi p transaksi yang sudah terhubung (online)

m aplikasi perpajakan.

didalam Sistem Aplikas;i Perpajakan Daerah
Pembayaran Pajak Sebagaimang

) : o dimaksud pada ayat (1) harus dapat
d,[aygr&zlﬂ;irl}ll[\l';‘ltemet banking, mobile banking, SMS Banking, Anjungan
Tunali 1 (ATM) dan atq,, melalui Teller pada Bank yang ditunjuk.

Penerapan Sistem Online Retribusi Daerah

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan Retribusi, mulaj dari pencatat.

pendataan, pembayaran, sertg Proses administrasi retribus; lainnya wajib
diselenggarakan dengan menerapkan System aplikasi secara elektronik
serta dapat diakses secara online oleh masyarakat.

Penerapan system aplikasi secara online s
wajib dilaksanakan oleh Perangkat Dae
fungsi mengelola / memungut Retribus;i.

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola/ memungut
Retribusi, wajib menyediakan dan mengembangkan - sistem  aplikasi
retribusi untuk kelancaran peénerapan Sistem Online Retribusi.

an pendaftaran,

ebagaimana dimaksud ayat (1),
rah yang mempunyai tugas dan

Pasal 11

Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepata1:1 pel.ayanan retrl.bus¥
kepada masyarakat, maka proses tata kelola retribusi yang metlilpu?
assessment/ approval, validasi dan atau penetapan rc?trlbu31 .agzt
disahkan dengan penandatanganan secara digital/ elektronik oleh peja
berwenang melalui system aplikasi retribusi.

Tampilan output dari Tanda Tangan Digital/elektronik sebagoa:n;x(a:)r(;ae
dimaksud Ayat (1) berbentuk tanda barcode atau deretan noz -
tertentu yang dapat menjamin keaslian/ autentisitas dokumen perp

yang telah ditandatangani.



(1)

2

(1)

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi
Pasal 12
Bupali. melalyj Kepala Bapenda menunjuk Bank dan atau Lembaga
keuangan sebagaj Bank ersepsi
Bank Persepsi Sebagaima

Na dimaksud A
an/ trangg

€m apljk

ﬂplikasi pembayar

yat (1) harus memiliki system
to host dengan sigy

ksi yang sudah terhubung (online) secara host

asi retribus;.
Pasal 13
pembayaran/ Penyetoran Tetribusi dj) i an real time
dengan menggunakap, Bill aksanakan secara online d

! ID Billing)
secara default didalam, g 9/ Nomor Bq

istem Aplikasj retri
pembayaran retribus;j g

ebaga\imana dimaksud dapat

: i ii 3 pada ayat (1) harus apa

dllayﬁlrllvl1 mt:jl‘a!ux’;ltemet bankmg, mobile bankng, SMS banking, Anjungan

Tunai Mandiri (ATM) g, atau mela]y; Teller pada Bank yang ditunjuk.
kan Mmasyarak

ditunjuk harus dilimpap) I corakat ke Bank atau lembaga yang

ambat-lambatnya 1 (satu)

yar/ Kode Bayar yang diproses
busi.

. Bagian Ketiga
Sanksi Kepada Perangkat Daeran
Pasal 14
perangk?t Daera.h yang tidak menerapkan pengelolaan/ pemungutan
retribusi  berbasis System  aplikasi Secara online, dikenakan sanksi
berupa :

a. Pemberian Teguran/ Peringatan secara tertulis;
b. Pemberian teguran/ Peringatan Kedua secar

¢. Penangguhan pembayaran T
Kinerja Pegawai pada Perangk

a tertulis;

ambahan Penghasilan atay Tunjangan
at Daerah yang bersangkutan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pa
kumulatif dan/atay dikenaka
diterapkannya pengelolaan
aplikasi secara online pa

da ayat (1) diberi kan oleh Bupati secara
n  salah saty saja, sampai dengan
/ Pémungutan retribusij berbasis system
da Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

persangkutan.
BAB VvV
KERJA SAMA PELAKSANAAN SYSTEM ONLINE
Pasal 15

. . SO g
Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pa_]a‘k dan retribusi, Bupati
bekerja sama dengan Bank yang ditunjuk sebagai Bank persepsi.




. . ; fuan
Kerjasama s huunnnnn“ dimakgyg pada ayat (1), meliputi aspek 'm;lk ,‘”

‘ o . nsl,
\ l“-ml“‘i" an |t|lu|uln| . l’t'nuudnuu dan pengembangan Sistem Apli e
pemeliharaan dap 218U bantuap pigys operasional dalam penerapan syste
online pajak dan Tetribygj.

Ketentuan teknis OPerasiona] -
dimaksud pada ayqq (1) dan ayat

. ana
aksanaan kerja sama sebagaimani
‘erja Sama.
Kerja

(2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian
Kepala Bapenda dibcrikan

\ kuasg oleh Bupati untuk menyusun dan
menandatanganij Per;j Njian Kerja s o V

i sebagaimana
gimaksud pada ayat'(3). ama dengan Bank Persepsi sebag

BAB v
INTEGRASI SISTEM APLIKAS]
Pasal 16
ka optimaligas; i '
palam rangka op Sasi dan ketertih k dan
(1) Retribusi, Bapenda dap, Satuan Ke R

ja P
wajib melaksanakan j TJa Perangka

t Daerah pengelola retribusi,
€m aplikasi

Secara online.

ayat (1), meliputi :

ntegrasi sist

S €rpajakan Daerah (termasuk system BPHTB dan
Sismiop-PBB) dengan aplikasi sister Pe]

ayanan Perizinan,
b. Host to Host Sistem p

€rpajakan Daerap dengan aplikasi sistem Kendali
Pertanahan.

c. Host to Host Sistem Perpaj

i & ¢ Jakan Daerah dengan aplikasi sistem
administrasi kependudukan.

b. Sistem Informasi Perpajakan

Daerah dapat men
perizinan untuk kepentingan opt

imalisasi Pajak.

Perpajakan Daerah  dapat mengakses data
System informasi administrasi kependudukan

utentisitas status kependudukan Wajib Pajak.

d. Menjadikan konfirmasi Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) sebagai salah satu syarat/ tahapzfm dalam proses
bisnis/ prosedur yang ada pada aplikasi sistem kendali pertanahan.

gakses database

c. Sistem  Informasi
kependudukan pada
untuk validitas dan g

BAB VII
PENGAWASAN DAN REKONSILIASI PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

Bagian Kesatu
Pengawasan Pelaksanaan Sistem Online
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2
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#
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Pasal 17

pupati mvluknkun pen

. Bawag o
dan retribusi dj Wilay an terhad

h l\“h“l""(‘n Purwakarta.
palam rangka Pengaw,

1 : akKs 3 N
scbagaimana dimgjg R k(slunaun Siste
pelaksanaan Sisten, Online gy, m)’ Bupati

: enu
Tim.

Tim Pengawas sehg
sebagai berikut :

5 s pajak
( ap pelaksanaan Sistem Online paj

el m Online pajak dan retribusi

membentuk Tim Pengawas
njuk Kepala Bapenda sebagai Ketua

8almang dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan
a. Mengawasi tahapg

Pan
pengembangan Aplikasj Si:fe]amksa“aan Pembangunan dan  atau

SEbSkns: online pajak dan retribusi;
em :
k Pembangunanp(;::lniltl:u e arahan terkgjy urgensi pelaksanaan
dan retribus;. pengembangan Aplikasi sistem online pajak
lakukan evalya«:
o Me emban anaAue;§1 terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan atau
peng g Plikasi System online Pajak dan retribusi.

imaksud pada ayat (3),
dilakukan adjustment/ penyesuai ; _ :
Acara Rekonsiliasi.

BAB vIII
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaky
dapat terhubung dengan system onlin
menunda kewajiban perpajakann
Perundang - undangan.

» terhadap Wajib Pajak yang belum
e Pajak tidak mengurangi dan atau
ya sesuai dengan ketentuan Peraturan




Pasal 2]
,oraturan Bupati mulaj ber]
pe tiap orang mep X
agar S€¢ getahumya, .
‘[:lg,pmi ini dengan penempatannya dala:eBmenntahkan

Pada tanggal diundangkan.
pengundangan Peraturan
erita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
\ Pada tanggal il Okeober 202]

BUPATI PURWAKARTA¥ .

AN
> KANNE RATNA MUSTIKA /@

piundangkan di Purwakart,

pada tanggal | Olgppyr 5,
SEKRETARIS DAERAY

KABUPATEN PURWAKARTA,

e

[YUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 20%




